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ABSTRAK 
Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seseorang 
sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir, sehingga perlindungan terhadap 
hak asasi manusia merupakan suatu kewajiban. Dalam perlindungan hak asasi 
manusia pada tersangka perlu peraturan yang secara tegas mengatur bahwa 
tersangka memiliki hak yang tidak dapat diambil sewenang-wenang oleh manusia 
lain dalam hal ini aparat penegak hukum. Berbagai contoh pelanggaran terhadap 
hak tersangka dilapangan membuat perlu adanya aturan yang mengikat POLRI 
agar perlindungan hak asasi tercipta. Pada tanggal 22 Juni 2009 Kepolisan Negara 
Republik Indonesia mengesahkan PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 Tentang 
Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun permasalahan yang penulis 
angkat adalah: 1. Bagaimana perbedaan pengaturan hak asasi manusia dalam 
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 
dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2.Bagaimana 
tinjauan due process of law dalam sistem peradilan pidana terhadap prinsip-
prinsip standar hak asasi manusia dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Dalam penelitian penulis menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum 
dan perbandingan hukum, penelitian bersifat deskriptif, data yang diperoleh 
adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi 
kepustakaan atau studi dokumen (documentary study). Analisis data yang dipakai 
adalah analisis data kualitatif. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat di ambil 
kesimpulan bahwa: 1.Perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam 
PERKAP dan KUHAP tidak jauh berbeda, hanya saja di dalam PERKAP lebih 
diperinci mengenai aturan-aturan bertindak bagi anggota POLRI dalam 
menjalankan tugasnya sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana dengan 
memberikan kewajiban dan larangan untuk Polri dalam bertindak. 2. Prinsip due 
process of law selalu beriringan dengan terjaminnya perlindungan hak asasi 
manusia. Kehadiran PERKAP yang substansinya mengatur tentang perlindungan 
hak asasi tersebut memberikan gambaran bahwa PERKAP memenuhi unsur 
minimal prinsip due process of law dan aspek-aspek yang melingkupi proses 
hukum yang adil yaitu the rule of law, equality before the law dan presumption of 
innocence. 
